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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Sistem hukum memiliki berbagai elemen yang saling terhubung. 

Hukum, sebagai norma, berfungsi untuk melindungi, mengatur, dan 

menciptakan keseimbangan demi kepentingan bersama. Hukum melindungi 

individu dari perlakuan sewenang-wenang, sekaligus melindungi masyarakat 

dan negara dari pelanggaran aturan yang telah disepakati.1 Keberhasilan 

penegakan hukum dalam suatu negara akan ditentukan oleh kesadaran hukum 

masyarakat itu sendiri, dalam arti masyarakat secara suka rela mematuhi 

hukum.2 Ketaatan masyarakat terhadap hukum akan sangat berpengaruh 

untuk keberlakuan hukum. Keberlakuan hukum itu sendiri disebabkan dua 

hal. Pertama, orang mentaati hukum dikarenakan terpaksa karena takut 

dijatuhi sanksi. Keberlakuan yang demikian disebut keberlakuan secara 

normatif. Kedua, orang mentaati hukum dikarenakan menyadari akan 

manfaat hukum. Keberlakuan yang demikian disebut keberlakuan hukum 

secara sosiologis. Dari kedua macam keberlakuan hukum tersebut, 

keberlakuan hukum secara sosiologis yang sangat diharapkan dalam 

mewujudkan kebermaknaan hukum dalam kehidupan masyarakat. 

Keberlakuan hukum secara sosiologis sangat dipengaruhi oleh kesadaran 

hukum masyarakat, sedangkan kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi 

 
1 Sunaryati Hartono,1991, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung: PT. 

Citra Aditya Bakti, hlm. 174. 
2 Resti Siti Aningsih, 2008, Fungsi dan Kedudukan Saksi dalam Peradilan Pidana, Universitas 

Muhamadiyah Surakarta, hlm. 1. 
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oleh pemahaman akan hukum, dan pemahaman hukum dipengaruhi oleh 

pengetahuan hukum. 

Di Indonesia, hukum pidana materil dituangkan dalam undang-

undang hukum pidana, baik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang 

selanjutnya akan disingkat menjadi KUHP) maupun dalam undang- undang 

khusus lainnya yang tidak terkodifikasi dalam hukum pidana. Sebagaimana 

yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945 mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara 

hukum yang memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan 

warga negaranya yang melakukan tindak pidana. Hukum pidana juga 

bertujuan untuk melindungi kepentingan perorangan atau hak asasi manusia 

dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dari tindakan sewenang-

wenang dari pihak lain.3 

Di dalam lingkungan sosial masyarakat sekarang ini banyak terjadi 

kejahatan atau perilaku jahat di masyarakat. Suatu kejahatan pada umumnya 

mesti melibatkan dua pihak, yaitu pelaku dan korban. Pelaku dan korban 

bagaikan dua sisi mata uang, di mana terjadi kejahatan di situ muncul korban. 

Ada juga kejahatan tanpa korban (victimless), dalam arti pelaku adalah juga 

korban. Setiap terjadi kejahatan maka dapat dipastikan akan menimbulkan 

kerugian pada korbannya. Korban kejahatan harus menanggung kerugian, 

baik materiil maupun immateriil. Korban kejahatan yang pada dasarnya 

adalah pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, tidak 

memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang 

terhadap pelaku tindak pidana. Akibatnya, pada saat pelaku tindak pidana 

 
3 Erdianto Efendi, 2010, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pekanbaru: Alaf Roiau, hlm.25 
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dijatuhkan sanksi oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan tidak 

dipedulikan.4 

Korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 adalah orang 

yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang 

diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat 

dikatakan bahwa setiap orang yang telah menjadi korban dari suatu tindak 

pidana seharusnya mendapatkan perlindungan karena telah mengalami 

penderitaan dan/atau kerugian akibat dari suatu tindak pidana. Perlindungan 

yang dimaksud adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan 

untuk memberikan rasa aman kepada korban. Di dalam Undang – Undang 

Dasar 1945 pasal 28 D butir 1 mengatur bahwa, setiap orang berhak atas 

pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam hal penerapan, masih 

terdapat korban suatu tindak pidana yang diabaikan haknya dan biasanya 

korban suatu tindak pidana hanya dilibatkan sebatas pada memberikan 

kesaksian sebagai saksi korban. Akibatnya korban merasa tidak puas dengan 

tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan/atau putusan 

yang dijatuhkan oleh Hakim karena dianggap tidak sesuai dengan nilai 

keadilan korban. 

Dari tahun ke tahun tindak pidana yang terjadi di Indonesia kian 

beragam dan meningkat, salah satu tindak pidana yang sering terjadi di 

Indonesia yaitu tindak pidana pornografi, pornografi merupakan salah satu 

penyakit dalam masyarakat yang disebabkan oleh merosotnya moral di era 

modern ini. Pornografi selalu berkaitan dengan mesum, dan dapat 

 
4 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2006, Urgensi Perlindungan Korban 

Kejahatan Antara Norma dan Realita, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 24. 
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membangkitkan nafsu birahi seseorang, dengan mempergunakan alat bantu 

berupa tulisan-tulisan, gambar-gambar, bacaan, foto, film, syair nyanyian, 

ukiran, patung ataupun petunjuk. Pembuatnya bermaksud untuk 

mengeksploitasi secara murah, rendah dan kadang-kadang menjijikan.5 

 Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, 

telah turut andil terhadap meningkatkan, pembuatan, dan penyebarluasan 

konten pornografi. Dengan adanya kemajuan dibidang teknologi informasi 

dan komunikasi ini membuat masyarakat mudah mengakses konten 

pornografi, baik melalui media elektronik maupun media cetak. Oleh sebab 

itu kemajuan teknologi sering disebut pisau bermata dua karena selain 

memiliki dampak positif juga memiliki dampak negatif. 

Salah satu contoh tindak pidana pornografi yang beberapa waktu lalu 

menjadi berita hangat di social media yaitu adanya perlakuan sewenang-

wenang terhadap dua orang perempuan yang terjadi di Pasir Putih Kenagarian 

Kambang Barat Kecamatan Lenggayang Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi 

Sumatera Barat, yang mana tindakan tersebut sampai menelanjangi kedua 

korban kemudian direkam menggunakan handphone dan disebar luaskan. 

Kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 pada malam hari, 

sekelompok pemuda dan masyarakat menyambangi Cafe Natasya yang 

berada di Pasir Putih. Cafe Nastasya ini memang beroperasi malam hari dan 

dicurigai oleh masyarakat setempat sebagai tempat untuk muda mudi berbuat 

asusila. Saat sampai di Cafe Natasya sekolompok masyarakat tersebut 

melihat dua perempuan dan dua laki-laki yang sedang mengobrol dan 

 
5 Said Firdaus Abbas, Mohd. Din, dan Iman Jauhari, 2019, Hukuman Tindak Pidana 

Pornografi Dalam Hukum Pidana Islam, KANUN: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 21 No.2 hlm. 243. 
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langsung membawa mereka, akan tetapi satu laki-laki berhasil melarikan diri 

sementara satu laki-laki lainnya memohon untuk dilepaskan dan langsung 

dilepaskan oleh Masyarakat tersebut. Tapi berbeda dengan kedua perempuan 

tersebut, kedua perempuan ini justru dibawa paksa oleh beberapa pemuda 

kearah pantai, dan menceburkan mereka ke pantai dengan cara mendorong 

sehingga membuat perempuan tersebut terjatuh. Tidak cukup sampai disitu 

juga sekelompok pemuda dan masyarakat tersebut juga melakukan kekerasan 

serta menelanjangi mereka dan melakukan pelecehan dengan cara memegang 

bagian-bagian sensitive mereka yang juga diikuti dengan merekam mereka 

menggunakan kamera handphone. Akibat perbuatan sewenang-wenang 

tersebut kedua perempuan ini mengalami trauma dan telah melaporkan 

melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwajib  

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung selanjutnya disebut 

PERMA No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian 

Permohonan Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Tindak Pidana, 

permohonan restitusi dapat diajukan atas perkara tindak pidana pelanggaran 

hak asasi manusia (“HAM”) yang berat, terorisme, perdagangan orang, 

diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain 

yang ditetapkan dengan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, selanjutnya disebut LPSK 

berperan aktif dalam membantu korban mengajukan permohonan restitusi. 

LPSK bertindak sebagai mediator dalam proses pengajuan dan penyelesaian 

restitusi. Mereka dapat membantu menghitung kerugian yang dialami korban 

dan mendukung proses hukum dalam mengajukan restitusi. LPSK akan 

mempertimbangkan pengajuan restitusi, setelah terlebih dahulu 
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mempertimbangkan terpenuhinya syarat permohonan perlindungan secara 

umum dari pemohon yang mengajukan hak-hak perlindungan dan/atau 

bantuan, baru kemudian akan memberikan penilaian dan pertimbangannya 

pada permohonan restitusi atas kerugian ekonomi yang dialami korban.6 

Restitusi dapat diberikan dalam bentuk reparasi atas penderitaan yang 

diakibatkan tindak pidana; kompensasi atas hilangnya kekayaan; dan 

penggantian biaya yang dikeluarkan untuk perawatan medis dan/ atau 

psikologis.7 

Dalam hal ini, LPSK sebenarnya mempunyai keleluasaan dalam 

memutuskan tindak pidana apa yang dapat dimintakan restitusinya kepada 

korban, apakah tindak pidana itu, baik di luar KUHP maupun di dalam 

KUHP, telah diatur atau tidak hak restitusinya dalam undang-undang tertentu 

maupun undang-undang perlindungan saksi dan korban.  

Oleh karena itu selama proses persidangan berlangsung para korban 

telah mengajukan permohonan restitusi melalui LPSK. Permohonan restitusi 

kepada pengadilan memang dapat diajukan melalui LPSK selain itu dapat 

juga melalui penyidik, atau penuntut umum, dan diajukan oleh Korban 

sebelum atau setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Selanjtnya 

berdasarkan surat laporan dari LPSK Nomor: S-

2601/5.1.HSHP/LPSK/08/2023 menerangkan bahwa LPSK telah melakukan 

pemeriksaan, pendalaman informasi dan penilaian besaran kerugian yang 

diderita para korban atas peristiwa tindak pidana yang dialaminya dengan 

 
6Lies Sulistiani, “Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur KUHP 

Dan Di Luar KUHP Hukum”, Jurnal Bina Mulia, Volume 7, Nomor 1, September 2022. 
7 Aria Zunetti, Nani Mulyati, Efren Nova, dan Riki Afrizal, “Model Perlindungan Hukum 

Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Melalui Pedoman Kejaksaan No. 1 

Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagai Perempuan dan Anak dalam Penangan Perkara Pidana”, 

Nagari Law Review, Volume 7, Nomor 3. 2024, Hlm. 539. 
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total nilai Rp42.821.500 (empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu 

ribu lima ratus rupiah) yang akan dibebankan kepada para pelaku secara 

tanggung renteng masing-masing sebesar Rp8.564.300,00 (delapan juta lima 

ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dengan pertimbangan 

penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian Korban terlampir. 

Kemudian atas perhitungan restitusi oleh LPSK tersebut, Jaksa Penuntut 

Umum memasukkan permohonan restitusi kedalam surat tuntutan.  

Setelah beberapa waktu melalui proses persidangan, Pengadilan 

Negeri Painan pada tanggal 13 Desember 2023 telah mengeluarkan putusan 

terhadap para pelaku sebagai berikut : 

1. Putusan Nomor : 128/Pid.B/2023/PN Pnn Menyatakan Terdakwa Japrizal 

Pgl Ijap Bin Busmail, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana “menjadikan orang lain sebagai objek 

pornografi”, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu 

dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah 

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila 

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 

selama 1 (satu) bulan kurungan, dan menghukum Terdakwa untuk 

membayar pemberian Restitusi kepada saksi korban WDP sejumlah 

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban L sejumlah 

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 

2. Putusan Nomor : 129/Pid.B/2023/PN Pnn Menyatakan Terdakwa Abdul 

Karim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana “menjadikan orang lain sebagai objek pornografi”, 

menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana 
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penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah 

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila 

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 

selama 1 (satu) bulan kurungan, dan menghukum Terdakwa untuk 

membayar pemberian Restitusi kepada saksi korban WDP sejumlah 

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban L sejumlah 

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 

3. Putusan Nomor : 130/Pid.B/2023/PN Pnn Menyatakan Terdakwa Idos 

Pgl Gogot Bin Jamin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana “menjadikan orang lain sebagai objek 

pornografi”, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu 

dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pidana 

denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan 

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 

pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan, dan menghukum 

Terdakwa untuk membayar pemberian Restitusi kepada saksi korban 

WDP sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban L 

sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 

4. Putusan Nomor : 131/Pid.B/2023/PN Pnn Menyatakan Terdakwa Erizal 

Pgl Ijal Bin Abu Nawas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana “menjadikan orang lain sebagai objek 

pornografi”, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu 

dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah 

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila 

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 
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selama 1 (satu) bulan kurungan, dan menghukum Terdakwa untuk 

membayar pemberian Restitusi kepada saksi korban WDP sejumlah 

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban L sejumlah 

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 

5. Putusan Nomor : 132/Pid.B/2023/PN Pnn Menyatakan Terdakwa 

Mardiono Pgl Ono Bin Lamsri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana “turut serta menjadikan orang lain 

sebagai objek pornografi”, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh 

karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) 

bulan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta 

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka 

diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan, dan 

menghukum Terdakwa untuk membayar pemberian Restitusi kepada 

saksi korban WDP sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 

saksi korban L sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 

Berdasarkan putusan tersebut terlihat jelas adanya perbedaan yang 

jauh antara penetapan restitusi yang dibuat oleh LPSK sejumlah 

Rp8.564.300,00 (delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus 

rupiah) yang harus dibayar masing-masing oleh terdakwa, menjadi hanya 

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada masing-masing korban 

yang harus dibayar oleh masing-masing terdakwa. Hal ini menunjukkan 

bahwa meskipun korban sudah berupaya turut andil untuk memperoleh 

keadilan dengan meminta bantuan LPSK, ternyata hakim tidak selalu 

menjadikan putusan penetapan dari LPSK sebuah patokan dalam 

putusan. 
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Berdasarkan contoh kasus di atas penulis tertarik menganalisis dan 

meneliti lebih lanjut berkaitan dengan bagaimana perhitungan dan tolak ukur 

yang dijadikan nominal restitusi yang dapat diperoleh korban. Selanjutnya 

juga akan meneliti apakah restitusi tersebut  dapat memenuhi rasa keadilan 

korban dan mengobati perlakuan tidak adil serta tidak senonoh yang korban 

rasakan. Selain itu peneliti juga akan menganalisi seberapa jauh korban dapat 

turut berperan aktif dalam proses peradilan pidana, guna memperoleh 

keadilan. Oleh karena itu dengan mengambil contoh dari kasus yang telah 

dijelaskan di atas penulis membuat penelitian yang berjudul “ANALISIS 

PENETAPAN NILAI RESTITUSI OLEH LPSK DAN HAKIM TERHADAP 

KORBAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF 

TEORI KEADILAN (STUDI DI PENGADILAN NEGERI PAINAN)”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Perhitungan Penetapan Nilai Restitusi Terhadap Korban 

Tindak Pidana Pornografi yang diterapkan Oleh LPSK?  

2. Bagaimana Perhitungan Penetapan Nilai Restitusi Pada Korban Tindak 

Pidana Pornografi yang ditetapkan Oleh Hakim?  

3. Bagaimana Penetapan Nilai Restitusi Oleh Hakim Terhadap Korban 

Tindak Pidana Pornografi dalam Perspektif Teori Keadilan?  

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk Menganalisis Perhitungan Penetapan Nilai Restitusi Pada Korban 

Tindak Pidana Pornografi Oleh LPSK. 

2. Untuk Menganalisis Perhitungan Penetapan Nilai Restitusi Pada Korban 

Tindak Pidana Pornografi Oleh Hakim. 

3. Untuk Menganalisis Perhitungan Penilaian Restitusi Terhadap Korban 

Tindak Pidana Pornografi dalam Perpektif Teori Keadilan. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

a. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah dan 

mengembangkan kajian di bidang hukum pidana, terutama mengenai 

hukum tindak pidana pornografi dan perlindungan terhadap korban 

tindak pidana pornografi. 

b. Sebagai pengetahuan tambahan yang bermanfaat untuk dibaca dan 

dipahami khususnya mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat 

umum. 

2. Praktis 

a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasilnya dapat menjadi suatu 

sumbangan pemikiran dan dapat menambah wawasan pembaca 

mengenai aturan hukum serta diharapkan dapat memberikan jawaban 

atas pertanyaan penulis dan mungkin pula masyarakat luas mengenai 

perlindungan Hukum dan restitusi terhadap Korban Tindak Pidana 

Pornografi.  

b. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi 

penelitian yang akan membahas permasalahan berkaitan dengan 

tindak pidana pornografi yang marak terjadi di masyarakat. 

 

 

E. Keaslian Penelitian 

Be$rdasarkan pe$ne$lurusan dan pe$me$ri $ksaan yang te$lah di $lakukan di $ 

Pe$rpustakaan Kampus Fakultas Hukum lai $n, pe$ne$li $ti $an yang di $lakukan 

pe$nuli $s de$ngan judul “Anali $si $s Pe$rbandi $ngan Pe$ne$tapan Ni $lai $ Re$sti $tusi $ Ole$h 
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LPSK dan Haki $m Te$rhadap Korban Ti $ndak Pi$dana Pornografi $  dalam 

Pe$rspe$kti $f Te$ori $ Ke$adi $lan (Studi$ di $ Pe$ngadi $lan Ne$ge$ri $ Pai $nan)” be$lum pe$rnah 

di $lakukan, namun me$mang ada di $te$mukan pe$ne$li $ti $an se$be$lumnya yang 

hampi $r me$mi $li$ki $ ke$samaan de$ngan judul yang di $te$li $ti$ pe$nuli $s, akan te$tapi$ 

pe$rmasalahan dan bi $dang kaji $annya be$rbe$da yai $tu: 

1. Ame$llya Syuhada Putri $, Te$si $s Upaya Pe$rli $ndungan Hukum Te$rhadap 

Korban me$lalui $ Pe$nggabungan Gugatan Ganti $ Rugi$ dalam Kasus 

Ti$ndak Pi $dana Pe$ni $puan dan Pe$ncuci $an Uang (Studi$ Kasus: Putusan 

Kasasi $ PT Fi$rst Trave$l Nomor 3096 K/Pi$d.Sus/2018), Uni $ve$rsi $tas 

Andalas, Tahun 2023. Adapun pe$mbahasan yang di $kaji $ dari $ te$si$s 

te$rse$but yai $tu: 

a. Te$ntang pe$nti $ngnya pe$nggabungan gugatan ganti $ rugi $ pada kasus 

ti $ndak pi $dana pe$ni $puan dan pe$ncuci $an uang PT. Fi$rst Trave$l dalam 

rangka pe$rli $ndungan korban 

b. Putusan Kasasi $ Nomor 3096 K/Pi $d.Sus/2018 te$ntang kasus 

pe$ni $puan dan pe$ncuci $an uang fi $rst trave$l di $ ti $njau dari $ te$ori $ ke$adi $lan 

dan ke$manfaatan  

Pe$rsamaan pe$ne$li $ti $an i $ni $ de$ngan pe$ne$li $ti $an Ame$llya Syuhada Putri$ 

adalah te$rle$tak pada pe$rli $ndungan korban, namun yang me$mbe$dakan 

de$ngan pe$ne$li $ti $an i $ni $ te$rle$tak pada hal yang di $bahas di $mana pe$ne$li $ti $an 

te$rdahulu le$bi $h me$mbahas te$rkai $t ganti $ rugi $ yang di $pe$role$h korban 

ti $ndak pi$dana pe$ni $puan dan pe$ncuci $an uang, se$me$ntara dalam 

pe$ne$li $ti $an i $ni$ le$bi $h fokus pada pe$ne$tapan ni $lai $ re$sti $tusi$ yang di $pe$role$h 

korban ti $ndak pi $dana pornografi $ apakah sudah me$me$nuhi $ rasa ke$adi $lan 

korban. 
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2. Pri $ma Putri$ Nuri $na, Te$si $s E$fe$kti $vi $tas Pe$laksanaan Re$sti$tusi $ Bagi$ Anak 

Korban Ke$ke$rasan Se$ksual di $ Kota Se$marang, Uni $ve$rsi $tas I$slam Sultan 

Agung Se$marang, Tahun 2023. Adapun pe$mbahasan yang di $kaji $ dari $ 

te$si $s te$rse$but yai $tu: 

a. Te$ntang E$fe$kti $vi $tas pe$laksanaan re$sti $tusi $ bagi $ anak korban 

ke$ke$rasan se$ksual di $ Kota Se$marang  

b. Anali $sa ke$ndala dan Solusi $ dalam pe$laksanaan re$sti $tusi$ bagi $ anak 

korban ke$ke$rasan se$ksual di $ Kota Se$marang 

Pe$rsamaan pe$ne$li $ti $an i $ni $ de$ngan pe$ne$li $ti $an Pri $ma Putri $ Nuri $na adalah 

te$rle$tak pada te$ma pe$ne$li $ti$an yakni $ re$sti $tusi $ te$rhadap korban, namun 

yang me$mbe$dakan de$ngan pe$ne$li $ti $an i $ni $ te$rle$tak pada hal yang di $bahas 

di $mana pe$ne$li $ti $an te$rdahulu le$bi $h me$mfokuskan pada pe$laksanaan 

re$sti $tusi $ pada anak korban ke$ke$rasan se$ksual khususnya di $ kota 

Se$marang dan ke$ndala yang di $hadapi $ dalam pe$laksanaannya, se$me$ntara 

dalam pe$ne$li $ti $an i $ni $ le$bi $h fokus bagai $mana pe$ne$tapan ni $lai $ re$sti $tusi$ 

yang di $te$rapkan ole$h LPSK dan Haki $m te$rhadap Korban yang di $jadi $kan 

se$bagai $ obje$k pornografi $, di $kai $tkan de$ngan te$ori $ ke$adi $lan. 

3. Andi $ Ni $swar Zulki $fli $, Te$si $s Pe$ne$rapan Hukum Pi $dana Te$rhadap Pe$laku 

Pe$nye$baran Konte$n Pornografi $ Me$nurut Undang-Undang Nomor 44 

Tahun 2008, Uni $ve$rsi $tas Hassanuddi $n, Tahun 2022. Adapun 

pe$mbahasan yang di $kaji $ dari $ te$si $s te$rse$but yai $tu: 

a. Te$ntang Pe$ngaturan Ti $ndak Pi $dana Pornografi $ dalam Ke$te$ntuan 

Pe$rundang-Undangan di $ I$ndone$si $a 
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b. Te$ntang Pe$ne$rapan Hukum Pi$dana Te$rhadap pe$laku Pe$nye$baran 

Konte$n Pornografi $ Me$nurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 

2008 

Pe$rsamaan pe$ne$li $ti $an i $ni $ de$ngan pe$ne$li $ti $an Andi $ Ni $swar Zulki $fli $ adalah 

te$rle$tak pada pe$rmasalahan konte$n pornografi $ yang di $atur dalam 

undang-undang Nomor 44 tahun 2008 , namun yang me$mbe$dakan 

de$ngan pe$ne$li $ti $an i $ni $ te$rle$tak pada fokus utama yang di $bahas di $mana 

pe$ne$li $ti $an te$rdahulu obje$k pe$ne$li $ti $an adalah pe$ne$rapan hukum pi $dana 

te$rhadap pe$laku pe$nye$baran konte$n pornografi $, se$me$ntara, se$me$ntara 

dalam pe$ne$li $ti $an i $ni $ obje$knya adalah pe$rli $ndungan hukum korban 

ti $ndak pi $dana pornografi $ yang di $pe$role$h dari $ re$sti $tusi $. 

4. Tati $k Zaki $yati $, Te$si $s Pe$rli $ndungan Hukum Te$rhadap Korban Ti $ndak 

Pi$dana Pe$rkosaan Be$rbasi $s Ni$lai $ Ke$adi $lan, Uni $ve$rsi $tas I$slam Sultan 

Agung Se$marang, Tahun 2022. Adapun pe$mbahasan yang di $kaji $ dari $ 

te$si $s te$rse$but yai $tu: 

a. Te$ntang Pe$rli $ndungan Hukum te$rhadap korban ti$ndak pi $dana 

pe$rkosaan yang be$lum be$rbasi $s ni $lai $ ke$adi $lan 

b. Te$ntang ke$ndala Pe$rli $ndungan hukum korban ti $ndak pi $dana 

pe$rkosaan  

c. Te$ntang Pe$rli $ndungan Hukum te$rhadap korban ti$ndak pi $dana 

pe$rkosaan be$rbasi $s ni $lai $ ke$adi $lan 

Pe$rsamaan pe$ne$li $ti $an i $ni $ de$ngan pe$ne$li $ti $an Tati $ Zaki $yati $ adalah te$rle$tak 

pada pe$mbahasan me$nge$nai $ pe$rli $ndungan hukum te$rhadap korban 

ti $ndak pi $dana , namun yang me$mbe$dakan de$ngan pe$ne$li $ti $an i $ni $ te$rle$tak 

pada hal yang di $bahas di $mana pe$ne$li $ti $an te$rdahulu obje$k pe$ne$li $ti $an 
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adalah pe$rli $ndungan te$rhadap korban ti $ndak pi $dana pe$rkosaan, 

se$me$ntara dalam pe$ne$li $ti $an i $ni $ obje$knya adalah pe$rli $ndungan hukum 

korban ti $ndak pi $dana pornografi $ yang di $pe$role$h dari $ re$sti $tusi $. 

5. Si$ti $ Zudhai $fah Mi $ftahul Jannah, Te$si $s Pe$me$nuhan Hak Re$sti$tusi $ Bagi$ 

Anak Korban Ke$jahatan Se$ksual (Studi$ Kota Makassar Tahun 2018-

2019). Uni $ve$rsi $tas Hasanuddi $n. Tahun 2020. Adapun pe$mbahasan 

me$nge$nai $ te$si $s te$rse$but yai $tu: 

a. Te$ntang i $mple$me$ntasi $ pe$me$nuhan hak re$sti $tusi $ bagi $ anak korban 

ke$jahatan se$ksual studi $ kasus kota makasar 

b. Te$ntang faktor pe$ne$gak hukum dan korban be$rpe$ngaruh dalam 

pe$me$nuhan hak re$sti $tusi $ bagi $ anak korban ke$jahatan se$ksual 

Pe$rsamaan pe$ne$li $ti $an i $ni $ de$ngan pe$ne$li $ti $an Si $ti $ Zudhai $fah Mi $ftahul  

Jannah adalah te$rle$tak pada pe$mbahasannya yang be$rkai $tan de$ngan 

pe$me$nuhan hak re$sti $tusi $, namun yang me$mbe$dakan pe$ne$li $ti $an i $ni $ yai $tu 

pe$ne$li $ti $an te$rdahulu obje$k pe$ne$li $ti $an anak se$bagai $ korban ke$jahatan 

se$ksual, se$me$ntara pe$ne$li $ti$an i $ni $ obje$knya adalah orang de$wasa yang 

di $jadi $kan obje$k ti $ndak pi $dana pornografi $. Se$lai $n i $tu dalam pe$ne$li $ti $an i $ni$ 

pe$nuli $s fokus pada pe$ne$tapan ni $lai $ re$sti $tusi $ yang di$pe$role$h korban 

di $kai $tkan de$ngan te$ori $ ke$adi $lan. 

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teori 

Te$ori $ bi $sa di $gunakan untuk me$nje$laskan fakta dan pe$ri $sti $wa hukum 

yang te$rjadi $. Untuk i $tu, te$ori $ dapat be$rfungsi $ dan be$rguna dalam 

pe$ne$li $ti $an se$bagai $ pi $sau anali $si $s te$ntang suatu pe$ri $sti$wa atau fakta hukum 

yang di $ajukan dalam rumusan masalah pe$ne$li $ti$an. Ke$rangka te$ori $ 
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me$rupakan ”ke$rangka pe$mi $ki $ran atau buti $r-buti $r pe$ndapat, te$ori $, the$si $s 

me$nge$nai $ se$suatu kasus atau pe$rmasalahan (proble$m), yang me$njadi $ 

bahan pe$rbandi $ngan, landasan te$ori $ti $s yang mungki $n di $se$tujui$ ataupun 

ti $dak di $se$tujui$.8 

Te$ori $ adalah suatu pe$nje$lasan yang be$rupaya untuk me$nye$de$rhanakan 

pe$mahaman me$nge$nai $ suatu fe$nome$na atau te$ori $ juga me$rupakan 

si $mpulan dari $ rangkai $an be$rbagai $ fe$nome$na me$njadi $ se$buah pe$nje$lasan 

yang si $fatnya umum.9 

Adapun te$ori $ hukum yang di $gunakan dalam pe$ne$li $ti$an i $ni $ adalah: 

a. Te$ori $ Ke$adi $lan  

Pe$nge$rti $an te$ntang ke$adi $lan di $ke$mukakan ole$h John Stuart 

Mi $ll dan Notone$goro. John Stuart Mi$ll me$nyaji $kan pe$ndapatnya 

te$ntang pe$nge$rti $an ke$adi $lan. Ke$adi $lan adalah “nama bagi $ ke$las-ke$las 

aturan moral te$rte$ntu yang mne$yoroti $ ke$se$jahte$raan manusi $a le$bi $h 

de$kat dari $pada dan kare$nanya me$njadi $ ke$waji $ban yang le$bi $h 

absolute$-aturan pe$nuntun hi$dup apapun yang lai $n. Ke$adi $lan juga 

me$rupakan konse$psi $ di $mana ki $ta me$ne$ntukan salah satu e$se$nsi $nya, 

yai $tu hak yang di $be$ri $kan ke$pada i $ndi $vi $du-me$ngi $mpli$kasi $kan dan 

me$mbe$ri $kan ke$saksi $an me$nge$nai $ ke$waji $ban yang le$bi $h me$ngi $kar.”10 

Ke$adi $lan pada dasarnya adalah suatu konse$p re$lati $ve$, se$ti $ap 

orang ti $dak sama, adi $l me$nurut yang satu be$lum te$ntu adi $l bagi $ yang 

lai $nnya, ke$ti $ka se$se$orang me$ne$gaskan bahwa i $a me$lakukan suatu 

ke$adi $lan, hal i $tu te$ntunya harus re$le$van de$ngan ke$te$rti $ban umum 

 
8 M. Solly Lubis, 1994, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung: Penerbit Bandar Maju, hlm.80. 
9 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 134. 
10 Karen Lebacqz, 2011, Sir Theories of Justice (Teori-teori Keadilan), diterjemahkan oleh Yudi 

Santoso, Bandung: Nusa Media, Bandung, hlm.23 
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di $mana suatu skala ke$adi $lan di $akui $. Skala ke$adi $lan sangat be$rvari $asi $ 

dari $ satu te$mpat ke$ te$mpat lai $n, se$ti $ap skla di $de$fi $ni $si $kan dan 

se$pe$nuhnya di $te$ntukan ole$h masyarakat se$suai $ de$ngan ke$te$rti $ban 

umum dari $ masyarakat te$rse$but.11 

Me$nurut se$bagi $an be$sar te$ori $ ke$adi $lan me$mi $li $ki $ ke$pe$nti $ngan 

yang be$sar, John Rawls, fi $lsuf Ame$ri $ka Se$ri $kat yang di $anggap salah 

satu fi $lsuf poli $ti$k te$rke$muka abad ke$-20 me$nyatakan bahwa 

“Ke$adi $lan adalah ke$le$bi $han (vi $rtue$) pe$rtama dari $ i $nsti $tusi$ soi $al, 

se$bagai $mana halnya ke$be$naran pada si $te$m pe$mi $ki $ran”.12 Tapi$ 

me$nurut ke$banyakan te$ori $ juga ke$adi $lan be$lum lagi $ te$rcapai $ “Ki $ta 

ti $dak hi $dup di $ duni $a yang adi $l”.13 John Rawls se$bagai $ salah satu 

e$kspone$n paham hukum posi$ti $vi $sm di$ke$lompokkan se$bagai $ 

pe$nganut ajaran ke$di $alan formal. Rawls pe$rcaya bahwa ke$adi $lan 

formal yang di $bangun dari $ hukum formal (pe$raturan pe$rundang-

undangan) dan bahkan si $fatnya yang admi $ni $strati $ve$-formali $sti $k 

dapat me$njami $n ke$adi $lan ole$h kare$na se$mua manusi $a harus 

di $pe$rlakukan sama atau de$ngan kata lai $n bahwa ke$adi $lan formal 

dapat di $pe$role$h kare$na aturan yang me$nuntut adanya ke$samaan.14 

John Rawls me$nggambarkan pe$nti $ngnya ke$adi $lan prose$dural 

untuk me$ndapatkan ke$se$taraan yang fai $r atas ke$se$mpatan. Ole$h 

kare$na i $tu struktur dasar adalah subje$k utama ke$adi $lan. Struktur 

dasar adalah si $ste$m aturan publi $k. Apa yang di $lakukan se$se$orang 

 
11 M. Agus Santoso, 2014,  Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Cetakan 

Kedua, Jakarta: Kencana, hlm. 85. 
12 John Rawls,1999, A Theory of Justice, Resvised Edition, OUP, Oxford, hlm. 3 
13 Thomas Nagel, 2005, The Problem of Global Justice, Philosophy and Public Affairs, hlm. 113. 
14 Andre Ata Ujan, 2007, Keadilan dan Demokratis; Telaah Filosofi Politik John Rawls, Cetakan 

Ke-5, Bandung : Kanisius,  hlm. 27. 
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be$rgantung pada apa yang di $katakan aturan publi $k. Pe$rti $mbangan 

dasar gagasan i $ni $ untuk me$mpe$rlakukan pe$rsoalaan pe$mbagi $an 

di $stri $buti$ve$ se$bagai $ masalah ke$adi $lan prose$dural murni $.15 Le$bi $h 

lanjut John Rawls me$ne$rangkan untuk me$ncapai $ sutau ke$adi $lan 

sangat di $butuhkan pe$raturan hukum yang si $fatnya te$rtuli $s (formal) 

de$ngan le$mbaga-le$mbaga pe$mbe$ntukannya.16 Fi $lsuf Rawls pe$rcaya 

bahwa ke$adi $lan yang be$rbasi $s pe$raturan, bahkan yang si $fatnya 

admi $ni $strati $ve$ formal se$kali $pun te$taplah pe$nti $ng kare$na pada 

dasarnya me$mbe$ri $kan suatu jami $nan mi $ni $mum bahwa se$ti $ap orang 

dalam kasus yang sama harus di $pe$rlakukan se$cara sama. Se$cara 

si $ngkat ke$adi $lan formal me$nuntut ke$samaan mi $ni $mum bagi $ se$ge$nap 

masyarakat. John Rawls pe$rcaya bahwa e$ksi $ste$nsi $ suatu masyarakat 

sangat be$rgantung pada pe$ngaturan formal me$lalui $ hukum se$rta 

le$mbaga-le$mbaga pe$ndukungnya.17 

Adapun dua tujuan te$ori $ ke$adi $lan me$nurut John Rawls, 

se$bagai $ be$ri $kut:18 

a.) Te$ori $ i $ni $ me$ngarti $kulasi $kan se$de$re$t pri $nsi $p-pri $nsi $p umum 

ke$adi $lan yang me$ndasari $ dan me$ne$rangkan be$rbagai $ ke$putusan 

moral yang sungguh-sungguh di $pe$rti $mbangkan dalam ke$adaan-

ke$adaan khusus ki $ta. Yang di$maksud de$ngan ke$putusan moral 

adalah se$de$re$t e$valuasi $ moral yang te$lah ki $ta buat dan se$ki $ranya 

me$nye$babkan ti $ndakan soci $al ki$ta. Ke$putusan moral yang 

 
15John Rawls, 2006, Teori keadilan dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan 

Kesejahteraan Social Dalam Negara, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 

hlm. 100. 
16 Andre Ata Ujan, Op.Cit, hlm. 28. 
17 Amstrong Sembiring, 2009, Energi Keadilan, Medan: Masyita Pustaka Jaya, hlm.32. 
18 Damanhuri Fattah, Teori Keadilan Menurut John Rawls, Jurnal TAPIs, Volume 9 Nomor 2, 

Tahun Juli-Desember 2013, hlm. 32. 
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sungguh di$pe$rti $mbangkan me$nunjuk pada e$valuasi $ moral yang 

ki $ta buat se$cara re$fle$ksi $f. 

b.) John Rawls me$nge$mbangkan suatu te$ori $ ke$adi $lan sosi $al yang 

le$bi $h ungguh atas te$ori $ uti $li$tari $ani $sme$. Rawls me$maksudkannya 

rata-rata (ave$rage$ uti $li $tari $ani $sme$). Maksudnya adalah bahwa 

i $nsti$tusi $ sosi $al di $katakan adi $l ji $ka di $se$di $akan untuk 

me$mkasi $mali $sasi $ ke$untungan dan ke$gunaan. Se$dang 

uti $li$tari $ani $sme$ rata-rata me$muat pandangan bahwa i $nsti $tusi$ 

sosi $al di $katakan adi $l ji $ka hanya di $andi $lkan untuk 

me$maksi $mali $sasi $ ke$untungan rata-rata pe$rkapi $ta. Untuk ke$dua 

ve$rsi $ uti $li $li$tari $ani $sme$ te$rse$but “ke$untungan” di $de$fi $ni $si $kan 

se$bagai $ ke$puasan atau ke$untungan yang te$rjadi $ me$lalui $ pi $li $han-

pi $li$han. Rawls me$ngatakan bahwa dasar ke$be$naran te$ori $nya 

me$mbuat pandangannya le$bi $h unggul di$sbandi $ng ke$dua ve$rsi $ 

uti $li$tari $ani $sme$ te$rse$but. Pri $nsi$p-pri $nsi $p ke$adi $lan yang i $a 

ke$mukakan le$bi $h unggul dalam me$nje$laskan Ke$putusan moral 

e$ti $s atas ke$adi $lan sosi $al. 

Se$lanjutnya, Rawls me$ngatakan te$rdapat dua pri $nsi $p ke$adi $lan 

yang me$rupakan Solusi $ bagi $ proble$m utama ke$adi $lan, yai $tu :19 

a) Pe$rtama, adalah pri $nsi $p ke$be$basan yang sama se$be$sar-be$sarnya 

(pri $nci $ple$ of gre$ate$st e$qual li$be$rty). Pri $nsi $p i $ni $ me$ncakup: 

(1) Ke$be$basan untuk be$rpe$ran se$rta dalam ke$hi $dupan poli $ti$k (hak 

be$rsuara, hak me$ncalonkan di $ri $ dalam pe$mi $li $han) 

(2) Ke$be$basan be$rbi $cara (te$rmasuk ke$be$basan pe$rs) 

 
19 Ibid, hlm.35. 
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(3) Ke$be$basan be$rke$yaki $nan (te$rmasuk ke$yaki $nan be$ragama) 

(4) Ke$be$basan me$njadi $ di $ri $ se$ndi $ri $ (pe$rson) 

(5) Hak untuk me$mpe$rtahankan mi $li $k pri $badi $. 

b) Ke$dua, pri $nsi $p ke$duanya i $ni $ te$rdi $ri $ dari $ dua bagi $an yai $tu pri $nsi $p 

pe$rbe$daan (the$ di $ffe$re$nce$ pri $nci $ple$) dan pri $nsi $p pe$rsamaan yang 

adi $l atas ke$se$mpatan (the$ pri $nci $ple$ of fai $r e$quali$ty of 

opportuni $ty). I$nti $ pri $nsi $p pe$rtama adalah bahwa pe$rbe$daan sosi $al 

dan e$konomi $s harus di$atur agar me$mbe$ri $kan manfaat yang pali $ng 

be$sar bagi $ me$re$ka yang pali $ng kurang be$runtung. I$sti$lah  

pe$rbe$daan sosi $o-e$konomi $s dalam pri $nsi $p pe$rbe$daan me$nuju pada 

ke$ti $daksamaan dalam prospe$k se$se$orang untuk me$ndapatkan 

unsur pokok ke$se$jahte$raan, pe$ndapatan dan otori $tas. Se$dang 

i $sti$lah yang pali $ng kurang be$runtung (pali $ng kurang di $untungkan) 

me$nunjuk pada me$re$ka yang pali $ng kurang me$mpunyai $ pe$luang 

untuk me$ncapai $ prospe$k ke$se$jahte$raan, pe$ndapatan dan otori $tas. 

Di $ si$si $ lai$n, Ari $stote$le$s juga me$nje$laskan te$ntang te$ori $ ke$adi $lan, 

me$nurutnya ke$adi $lan di $makna se$bagai $ se$buah ke$se$i $mbangan. 

Adapun ukuran ke$se$i $mbangan me$nurut Ari $stote$le$s adalah ke$samaan 

nume$ri $k dan ke$samaan proporsi $onal.20 

a) Ke$samaan nume$ri $k be$rmakna se$ti $ap manusi $a di $samakan 

dalam satu uni $t. Mi $salnya se$ti $ap orang sama di $ hadapan 

hukum 

 
20 Hyronimus Rhiti, 2011, Filsafat Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm 241. 
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b) Ke$samaan proposi $onal adalah me$mbe$ri $kan se$ti $ap orang apa 

yang me$njadi $ haknya se$suai $ de$ngan ke$mampuan dan 

pre$stasi $nya. 

 

Ari $stote$le$s me$mbagi $ ke$adi $lan me$njadi $ dua yai $tu :21 

a) Ke$adi $lan di $stri $buti $f adalah ke$adi $lan yang be$rlaku dalam ranah 

hukum publi $k, yai $tu fokus pada di $stri $busi $ ke$kayaan dan barang 

lai $n yang di $pe$role$h masyarakat. 

b) Ke$adi $lan kore$kti $f be$rhubungan de$ngan me$mbe$tulkan atau 

me$mbe$narkan se$suatu yang salah, me$mbe$ri $kan kompe$nsasi $ 

bagi $ pi $hak yang di $rugi $kan atau me$mbe$ri $kan hukuman yang 

pantas bagi $ pe$laku. 

 

b. Teori Perlindungan Hukum 

Fi$tzge$rald me$nguti $p i $sti $lah te$ori $ pe$rli $ndungan hukum dari$ 

Salmond bahwa hukum be$rtujuan me$ngi $nte$grasi $kan dalam 

me$ngkoordi $nasi $kan be$rbagai $ ke$pe$nti $ngan dalam masyarakat kare$na 

dalam suatu lalu li $ntas ke$pe$nti $ngan, pe$rli $ndungan te$rhadap 

ke$pe$nti $ngan di $ lai $n pi$hak. Ke$pe$nti $ngan hukum adalah me$ngurusi $ hak 

dan ke$pe$nti $ngan manusi $a, se$hi $ngga hukum me$mi $li $ki$ otori $tas te$rti $nggi$ 

untuk me$ne$ntukan ke$pe$nti $ngan manusi $a yang pe$rlu di $atur dan 

di $li$ndungi $. Pe$rli $ndungan hukum harus me$li $hat tahapan yakni$ 

pe$rli $ndungan hukum lahi $r dari $ suatu ke$te$ntuan hukum dan se$gala 

pe$raturan hukum yang di $be$ri $kan ole$h masyarakat yang pada dasarnya 

 
21 Ibid, hlm 241 
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me$rupakan ke$se$pakatan masyarakat te$rse$but untuk me$ngatur 

hubungan pe$ri $laku antara anggota-anggota masyarakat dan antara 

pe$rorangan de$ngan pe$me$ri $ntah yang di $anggap me$waki $li $ ke$pe$nti $ngan 

masyarakat.22 

Me$nurut Satji $pto Rahardjo, pe$rli $ndungan hukum adalah 

me$mbe$ri $kan pe$ngayoman te$rhadap hak asasi $ manusi $a yang di$rugi $kan 

orang lai $n dan pe$rli $ndungan i $tu di $be$ri $kan ole$h hukum.23 Se$me$ntara 

me$nurut Phi $li$pus M. hadjon be$rpe$ndapat bahwa pe$rli $ndungan hukum 

adalah suatu ti $ndakan me$li $ndungi $ atau me$mbe$ri $kan pe$rtolongan 

ke$pada subje$k hukum, de$ngan me$nggunakan pe$rangkat-pe$rangkat 

hukum.24 Pe$rli $ndungan hukum korban ke$jahatan se$bagai $ bagi $an dari$ 

pe$rli $ndungan ke$pada masyarakat dapat di $wujudkan dalam be$rbagai $ 

be$rntuk, se$pe$rti $ me$lalui $ re$sti $tusi $ dan kompe$nsasi $.25 Pada haki $katnya 

Ne$gara harus me$mbe$ri $kan pe$rli $ndungan ke$pada saksi $, korban dan 

pe$laku ti $ndak pi$dana. Pe$mbe$ri $an pe$rli $dnungan dan ke$pe$nti $ngan 

ke$pada saksi $, korban dan pe$laku ti $ndak pi $dana agar hak-hak me$re$ka 

te$rpe$nuhi $ dan me$nghi $ndari $ ke$we$nangan yang te$rjadi $ di$antara pi $hak-

pi $hak te$rse$but. Ke$ti $dakadi $lan dapat te$rjadi $ kare$na adanya suatu 

ke$ti $dakse$i $mbangan hak dan ke$waji $ban para pi $hak. Se$hi $ngga ne$gara 

me$mbe$ri $kan pe$ngaturan yang je$las te$rkai $t ke$ti $dakse$i $mbangan antara 

ke$pe$nti $ngan korban dan aparat pe$ne$gak hukum.26 

 
22 Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53. 
23 Ibid. hlm. 54. 
24 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, hlm.10. 
25 Dikdik M.Arief Mansur dan Elisaritas Gultom, Op.Cit, hlm.31 
26 Yudari, Laras Ismansyah, Yoserwan, Unes Law Review, Penerapan Retitusi Pada Penuntutan 

Jaksa Penuntut Umum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Kejaksaan 

Negeri Bungo, Volume 5, Issue 4, Juni 2023 
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Dari $ be$be$rapa pe$nge$rti $an pe$rli $ndungan hukum me$nurut para 

ahli $, dapat di$tari $k Ke$si $mpulan bahwa pe$rli $ndungan hukum 

me$rupakan gambaran dari $ be$ke$rjanya fungsi $ hukum untuk 

me$wujudkan tujuan-tujuan hukum yai $tu ke$adi $lan, ke$manfaatan, dan 

ke$pasti $an hukum. 

Pada dasarnya me$nurut Phi$li $pus M. Hadjon, pe$rli $ndungan 

hukum te$rdi $ri $ atas dua be$ntuk, yai $tu pe$rli $ndungan hukum pre$ve$nti $f 

dan pe$rli $ndungan hukum re$pre$si $f yakni $:27 

a) Sarana pe$rli $ndungan hukum pre$ve$nti $f be$rtujuan untuk 

me$nce$gah te$rjadi $nya pe$rmasalahan atau se$ngke$ta. 

b) Sarana pe$rli $ndungan hukum yang re$pre$si $f yang be$rtujuan untuk 

me$nye$le$sai $kan pe$rmasalahan atau se$ngke$ta yang ti $mbul. 

Phi$lpus M Hadjon me$ne$kankan pe$nti $ngnya pe$rli $ndungan 

hukum dalam me$njagga ke$adi $lan sosi $al dan me$njaga ke$se$i $mbangan 

ke$kuasaan di $ masyarakat. Pe$rli $ndungan hukum me$ncakup be$rbagai $ 

aspe$k, te$rmasuk pe$rli $ndungan te$rhadap ke$ke$rasan, di $skri $mi $nasi $, 

pe$nyalahgunaan ke$kuasaan, dan pe$langgaran hak asasi $ manusi $a. Hal 

i $ni $ me$li $batkan pe$mbe$ntukan undang-undang yang adi $l, si $ste$m 

pe$radi $lan yang i $nde$pe$n, dan me$kani $sme$ pe$ne$gakan hukum yang 

e$fe$kti $f. Se$lanjutnya Phi $li$pus M hadjon juga me$ne$kankan pe$nti $ngnya 

pe$rli $ndungan hukum te$rhadap ke$lompok yang re$ntan dan 

te$rpi $nggi $rkan dalam masyarakat, se$pe$rti $ pe$re$mpuan, anak-anak, 

orang mi $ski$n, dan mi$nori $tas. Pe$rli$ndungan hukum harus me$masti$kan 

bahwa hak-hak me$re$ka di $akui $ dan di $li $ndungi $, se$hi $ngga me$re$ka dapat 

 
27 Kharisma Nursafitri, Elwi Danil, dan Yoserwan, “Penerapan Prinsip Perlindungan Hukum 

Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera 

Barat”, Unes Law Review, Volume 6, Nomor 4, Juni 2024. 
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hi $dup de$ngan martabat dan me$mi $li $ki$ ke$se$mpatan yang sama dalam 

masyarakat. 

Pe$ndapat Phi $li$pus M Hadjon i $ni $ me$nce$rmi $kan pe$nti $ngnya 

pe$rli $ndungan hukum se$bagai $ pri $nsi $p dasar dalam si $ste$m hukum yang 

adi $l dan be$rke$adi $lan. Pe$rli $ndungan hukum yang e$fe$kti $f dapat 

me$mbe$ri $kan rasa ke$adi $lan dan ke$pasti $an hukum bagi $ se$mua i $ndi $vi $du 

dalam masyarakat.28 

 

2. Kerangka Konseptual 

a. Restitusi 

 Be$rdasarkan Pasal 1 ayat (11) Undang – Undang Nomor 31 

Tahun 2014 te$ntang Pe$rubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 

Tahun 2006 te$ntang Pe$rli $ndungan Saksi $ dan Korban, re$sti $tusi $ adalah 

ganti $ ke$rugi $an yang di $be$ri $kan ke$pada korban atau ke$luarganya ole$h 

pe$laku atau pi $hak ke$ti $ga. Ganti $ ke$rugi $an te$rse$but me$ncakup ke$rugi $an 

mate$ri $i $l dan i $mate$ri $i $l yang di $de$ri $ta aki $bat ti $ndak pi $dana. Ke$rugi $an 

mate$ri $l me$li $puti$ ke$rugi $an yang be$rkai $tan de$ngan harta be$nda dan 

bi $aya pe$ngobatan dan atau re$habi $li $tasi $, se$me$ntara ke$rugi $an i $mate$ri $i $l 

me$ncakup pe$nde$ri $taan fi $si $k dan me$ntal yang di $alami $ kporban se$bagai $ 

aki $bat langsung dari $ ti $ndak pi $dana yang di $lakukan ole$h pe$laku. 

 Pasal 7A ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 

me$nje$laskan bahwa, korban ti $ndak pi $dana be$rhak me$mpe$role$h 

re$sti $tusi $ be$rupa : 

a. Ganti $ ke$rugi $an atas ke$hi $langan ke$kayaan atau pe$nghasi $lan;  

 
28 Konelis Antonius Ada Bediona, Muhammad Rafly Falah Herliansyah, Randi Hilman 

Nurjaman, dan Dzulfikri Syarifuddin “Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M 

Hadjon dalam Kaitannya dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual”, 

Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Januari 2024. 
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b. Ganti $ ke$rugi $an yang di $ti$mbulkan aki $bat pe$nde$ri $taan yang 

be$rkai $tan langsung se$bagai $ aki $bat ti $ndak pi $dana; dan/atau 

c. Pe$ngganti $an bi $aya pe$rawatan me$di $s dan/atau psi $kologi $s. 

 

b. LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 dalam ke$te$ntuan umumnya 

te$lah me$nyatakan bahwa LPSK, adalah le$mbaga yang be$rtugas dan 

be$rwe$nang untuk me$mbe$ri $kan pe$rli $ndungan dan hak hak lai $n ke$pada 

saksi $ dan atau korban se$bagai $mana di $atur dalam Undang-Undang. 

Namun UU Pe$rli $ndungan Saksi $ Korban ti $dak me$ri $nci $ tugas dan 

ke$we$nangan dari $ LPSK te$rse$but le$bi $h lanjut, pe$rumus undang-undang 

ke$li $hatannya ti $dak me$njabarkan tugas dan ke$we$nangan LPSK dalam 

suatu bagi $an atau bab te$rse$ndi $ri $ dalam UU No. 13 Tahun 2006 se$pe$rti $ 

pe$raturan lai $nnya, me$lai $nkan me$nye$barkan di $ se$luruh undang-undang. 

Tugas dan ke$we$nangan LPSK yang te$rse$bar dalam UU No. 13 Tahun 

2006 se$pe$rti $ pe$raturan lai $nnya, me$lai $nkan me$nye$barkan di $ se$luruh 

undang-undang. Tugas dan ke$we$nangan LPSK yang dalam UU No. 

13 Tahun 2006, yai $tu :  

a. Me$ne$ri $ma pe$rmohonan Saksi $ dan / atau Korban untuk 

pe$rli $ndungan (Pasal 29) 

b. Me$mbe$ri $kan Ke$putusan pe$mbe$ri $an pe$rli $ndungan Saksi $ dan / atau 

Korban (Pasal 29) 

c. Me$mbe$ri $kan pe$rli $ndungan ke$pada Saksi $ dan / atau Korban (Pasal 

29 ). 
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d. Me$nghe$nti $kan program pe$rli $ndungan Saksi $ dan / atau Korban 

(Pasal 32). 

e. Me$ngajukan ke$ Pe$ngadi $lan (be$rdasarkan ke$i $ngi $nan korban) 

be$rupa hak atas kompe$nsasi $ dalam kasus pe$langgaran hak asasi $ 

manusi $a yang be$rat, dan hak atas re$sti $tusi$ atau ganti$ ke$rugi $an 

yang me$njadi $ tanggungjawab pe$laku ti $ndak pi $dana ( Pasal 7 ).  

f. Me$ne$ri $ma pe$rmi $ntaan te$rtuli $s dari $ korban atau orang yang 

me$waki $li $ korban untuk bantuan ( Pasal 33 dan 34 ). 

g. Me$ne$ntukan ke$layakan, jangka waktu dan be$saran bi $aya yang 

di $pe$rlukan di $be$ri $kannya bantuan ke$pada Saksi $ dan / atau Korban 

(Pasal 34 ). 

h. Be$ke$rja sama de$ngan i $nstansi $ te$rkai $t yang be$rwe$nang dalam 

me$laksanakan pe$mbe$ri $an pe$rli $ndungan dan bantuan ( Pasal 39 ). 

 

c. Hakim 

Me$nurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 Te$ntang Ke$kuasaan Ke$haki $man, haki $m adalah haki $m pada 

Mahkamah Agung dan haki $m pada badan pe$radi $lan yang be$rada 

di $bawahnya dalam li $ngkungan pe$radi $lan umum, li $ngkungan pe$radi $lan 

agama, li $ngkungan pe$radi $lan mi$li $te$r, li $ngkungan pe$radi $lan tata usaha 

ne$gara, dan haki $m pada pe$ngadi $lan khusus yang be$rada di $ dalam 

li $ngkungan pe$radi $lan te$rse$but. Ke$mudi $an Pasal 1 Angka 9 KUHAP 

me$ne$gaskan, me$ngadi $li $ adalah se$rangkai $an ti $ndakan haki $m untuk 

me$ne$ri $ma, me$me$ri $ksa, dan me$mutus pe$rkara pi $dana be$rdasarkan asas 
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be$bas, jujur, dan ti $dak me$mi $hak di $ si$dang pe$ngadi $lan dalam hal dan 

me$nurut cara yang di $atur dalam undang-undang i $ni $.29 

Putusan haki$m di $satu si$si $ be$rguna bagi $ te$rdakwa me$mpe$role$h 

ke$pasti $an hukum (re$chtsze$ke$rhe$i $ds) te$ntang “statusnya” dan se$kali $gus 

dapat me$mpe$rsi $apkan langkah be$ri $kutnya te$rhadap putusan te$rse$but 

dalam arti $an be$rupa me$ne$ri $ma putusan atau dapat me$lakukan upaya 

hukum be$rupa ve$rze$t, bandi $ng atau kasasi $. Se$me$ntara, apabi $la di $te$laah 

me$lalui $ vi $si$ haki $m yang me$ngadi $li $ pe$rkara, putusan haki $m me$rupakan 

“mahkota” se$kali $gus “puncak” pe$nce$rmi $nan ni $lai $-ni $lai $ ke$adi $lan, 

ke$be$naran haki $ki $, hak asasi $ manusi $a, pe$nguasaan hukum atau fakta 

se$cara mapan, mumpuni $ dan factual se$rta vi $suali $sasi $ e$ti $ka, me$ntali $tas, 

dan morali $tas dari $ haki $m yang be$rsangkutan.30 Se$lanjutnya yang le$bi $h 

pe$nti $ng adalah, haki $m dalam me$mutus suatu pe$rkara ti $ndak pi $dana 

ti $dak hanya me$me$nti $ngkan ke$pasti $an hukum te$tapi $ juga manfaat 

hukum i $tu se$ndi $ri $ se$rta tujuan di $jatuhi $nya hukuman i $tu agar rasa 

ke$adi $lan masyarakat ti $dak me$rasa te$rusi $k dan pe$laku pe$rbuatan te$rce$la 

me$ndapat hukuman dan korban se$rta masyarakat me$ndapatkan 

ke$adi $lan.31 

d. Korban 

Korban me$nurut Kamus Be$sar Bahasa I$ndone$si $a (KBBI$) 

adalah pe$mbe$ri $an untuk me$nyatakan ke$bakti $an, ke$se$ti $aan, dan 

se$bagai $nya; kurban ; orang, bi $natang, dan se$bagai $nya yang me$njadi $ 

 
29 Ramadhan Kasim dan Apriyanto Nusa, 2019, Hukum Acara Pidana (Teori, Asas dan 

Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi), Malang: Setara Press, hlm. 192. 
30 Lilik Mulyadi, 2014, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, 

PT Citra Aditya Bakti, hlm. 129. 
31 Awilda, Ismansyah, Aria Zurnetti, dan Henni Muchtar, Dampak Pemeriksaan Setempat 

Terhadap Putusan Bebas dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Cabul Dipandang Dari Aspek Kepastian 

Hukum dan Keadilan, UNES Journal of Swara Justisia,Volume 7, Issue 2, Juli 2023. 
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me$nde$ri $ta (mati $ dan se$bagai $nya) aki $bat suatu ke$jadi $an, pe$rbuatan 

jahat, dan se$bagai $nya.32 Ari $f Gosi $ta me$mbe$ri $kan pe$nge$rti $an, korban 

adalah me$re$ka yang me$nde$ri $ta jasmani $ah dan rohani $ah se$bagai $ aki $bat 

ti $ndakan orang lai $n yang me$ncari $ pe$me$nuhan ke$pe$nti $ngan dan hak 

asasi $ yang me$nde$ri $ta.33 Korban yang be$rkai $tan dalam suatu ti$ndak 

pi $dana juga di $se$but se$bagai $ vi $cti $m, yang ole$h se$se$orang ahli $ 

Abdussalam me$mbe$ri $kan pe$nge$rti $an vi $cti $m adalah orang yang te$lah 

me$ndapat pe$nde$ri $taan fi $si $k dan pe$nde$ri $taan me$ntal, ke$rugi $an harta 

be$nda atau me$ngaki $batkan mati $ atas pe$rbuatan atau usaha 

pe$langgaran ri $ngan yang di $lakukan ole$h suatu ti $ndak pi $dana lai $nnya.34 

Se$me$ntara me$nurut  ke$te$ntuan Pasal 1 angka 3 Undang-

Undang No. 31 Tahun 2014 te$ntang Pe$rubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2006 Te$ntang Pe$rli $ndungan Saksi $ Dan Korban, 

Korban adalah orang yang me$ngalami $ pe$nde$ri $taan pi $si $k, me$ntal, 

dan/atau ke$rugi $an e$konomi $ yang di $aki $batkan ole$h suatu ti $ndak pi $dana. 

e. Pornografi 

Se$cara e$ti $mologi $ pornografi $ be$rasal dari $ dua suku kata, yakni $ 

pornos dan grafi$. Pornos arti $nya suatu pe$rbuatan yang asusi $la (dalam 

hal i $ni$ yang be$rhubungan de$ngan se$ksual), atau pe$rbuatan yang 

be$rsi $fat ti $dak se$nonoh atau cabul, se$dangka grafi $ adalah gambar atau 

tulli$san, yang dalam arti $ luas te$rmasuk be$nda-be$nda patung, yang i $si $ 

 
32 Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/korban, dikunjungi pada tanggal 22 

Agustus 2024 jam 19.45 WIB 
33 Siswanto Sunarso, 2015, Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Cetakan Ketiga, 

Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 63 
34 Bambang Waluyo, 2016, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Cetakan Keempat, 

Jakarta: Sinar Grafika, hlm.9 

https://kbbi.web.id/korban
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atau arti $nya me$nunjukan atau me$nggambarkan se$suatu yang be$rsi $fat 

asusi $la atau me$nye$rang rasa ke$susi $laan masyarakat.35 

Se$lanjutnya be$rdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 

Tahun 2008 te$ntang Pornografi $, Pornografi $ di $arti $kan se$bagai $ gambar, 

ske$tsa, i $lustrasi $, foto, tuli $san, suara bunyi $, gambar be$rge$rak, ani $masi $, 

kartun, pe$rcakapan, ge$rak tubuh, atau be$ntuk pe$san lai $nnya me$lalui $ 

be$rbagai $ be$ntuk me$di $a komuni $kasi $ dan/ atau pe$rtunjukan di $ muka 

umum, yang me$muat ke$cabulan atau e$ksploi $tasi $ se$ksual yang 

me$langgar norma ke$susi $laan dalam masyarakat. 

Pornografi $ di $bagi $ ke$ dalam dua je$ni $s, yai $tu:36 

a) Hard-core$ pornography adalah pornografi $ yang me$mpe$rli $hatkan 

se$ks dalam be$ntuk yang sangat e$kspli $si $t, ke$ke$rasan, atau ti $dak 

se$nonoh; 

b) Soft-core$ pornography adalah pornografi $ yang ti $dak te$rlalu vulgar 

atau te$rbuka yang bi $asanya di $se$rtai $ de$ngan i $ntri $k-i $ntri $k atau 

ade$gan lai $nnya se$pe$rti $ foto shoot untuk majalah. 

G. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Me$tode$ pe$nde$katan yang pe$nuli $s gunakan adalah yuri $di $s 

e$mpi $ri $s, yai $tu pe$ne$li $ti$an yang di $lakukan de$ngan me$mpe$rhati $kan 

norma-norma hukum yang ada dan be$rkai $tan de$ngan fakta yang ada 

dari $ pe$rmasalahan yang di $te$mukan.37 Pe$ne$li $ti $an hukum e$mpi $ri $s 

adalah suatu me$tode$ pe$nde$katan hukum yang me$nggunakan fakta-

fakta e$mpi $ri $s yang di $ambi $l dari $ pe$ri $laku manusi $a, bai $k pe$ri $laku ve$rbal 

 
35 Adami Chazawi, 2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Malang : PT. Grafindo 

Persada, hlm. 22. 
36 Feri Sulianta, 2010, Cyber Pornografi, Jakarta : PT. Elex Media, hlm.5. 

37 Bambang Sunggono, 2007, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada 
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yang di $dapat dari $ wawancara maupun pe$ri $laku nyata yang di $lakukan 

me$lalui $ pe$ngamatan langsung. 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam pe$ne$li $ti $an untuk me$mpe$role$h data atau me$ngumpulkan 

be$rbagai $ fakta dan i $nformasi $ yang di $pe$rlukan dapat di $lakukan de$ngan 

me$ndatangi $ lokasi $ pe$ne$li $ti $an se$cara langsung. Pe$ne$li $ti $an i $ni $ di $lakukan 

di $ wi $layah hukum Pe$ngadi $lan Ne$ge$ri $ Pai $nan.  

3. Sifat Penelitian 

Pe$ne$li $ti $an i $ni $ be$rsi $fat de$skri $pti $f yai $tu me$nggambarkan 

ke$adaan de$ngan me$maparkan hasi $l pe$ne$li $ti $an bai $k yang be$rsumbe$r 

dari $ pe$raturan pe$rundang-undangan maupun hasi $l dari $ wawancara 

be$rkai $tan de$ngan hal yang akan di $te$li $ti $. Se$hi $ngga de$ngan adanya 

pe$ne$li $ti $an i $ni $, dapat me$mpe$role$h gambaran le$ngkap se$cara 

me$nye$luruh dan si $ste$mati $s te$ntang obje$k yang di $te$li $ti $. 

4. Jenis dan Sumber Data 

Je$ni $s data yang di $gunakan ole$h pe$nuli $s dalam pe$ne$li $ti $an i $ni$ 

adalah se$bagai $ be$ri $kut : 

c. Data Pri $me$r 

Data pri $me$r adalah data yang be$rasal dari $ sumbe$r pe$rtama 

yai $tu re$sponde$n ataupun i $nforman yang di $ dapat dari $ hasi $l te$rjun 

langsung ke$ lapangan.38 Dalam pe$ne$li $ti $an i $ni $ pe$nuli $s me$lakukan 

wawancara de$ngan Haki $m Pe$ngadi $lan Ne$ge$ri $ Pai $nan, dan LPSK. 

Data i $ni $ be$rdasarkan pada pe$rtanyaan yang pe$nuli $s tanyakan 

ke$pada narasumbe$r yang be$rkai $tan de$ngan pe$ne$li $ti $an i $ni $. 

 
38 Made Pasek Diantha, 2017, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori 

Hukum, Jakarta : Prenada Media Group, hlm. 192. 
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d. Data Se$kunde$r 

Data se$kunde$r me$rupakan data yang di $dapat bukan dari $ 

sumbe$r pe$rtama langsung me$lai $nkan be$rasal dari $ pe$ne$li $ti $an 

ke$pustakaan se$pe$rti $ data yang sudah be$rbe$ntuk dokume$n dalam 

be$ntuk bahan hukum.39 Data se$kunde$r te$rdi $ri $ dari $ : 

a) Bahan Hukum Pri $me$r 

Bahan hukum pri $me$r yai $tu se$mua yang be$rkai $tan 

de$ngan pokok-pokok pe$mbahasan be$rbe$ntuk undang-undang 

dan pe$raturan-pe$raturan lai $nnya, se$pe$rti $ : 

(1) Ki $tab Undang-Undang Hukum Pi$dana (KUHP). 

(2) Ki $tab Undang-Undang Hukum Acara Pi $dana (KUHAP). 

(3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 te$ntang 

Pornografi $ 

(4) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 te$ntang 

Pe$rubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 

te$ntang Pe$rli $ndungan Saksi $ dan Korban. 

b) Bahan Hukum Se$kunde$r 

Bahan hukum se$kunde$r yai $tu bahan hukum yang 

me$mbe$ri $kan pe$nje$lasan me$nge$nai $ bahan hukum pri $me$r be$rupa 

buku-buku, tuli $san-tuli $san, i $lmi$ah hukum yang te$rkai $t de$ngan 

obje$k pe$ne$li $ti $an, se$pe$rti $ :  

(1) Buku-buku 

(2) Jurnal pe$ne$li $ti $an 

 
39 Ibid, hlm. 181. 
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(3) Te$ori $-te$ori $ dan karya tuli $s i$lmi$ah dari $ kalangan hukum 

lai $nnya 

c) Bahan Hukum Te$rsi $e$r 

Bahan hukum te$rsi $e$r yai $tu bahan hukum yang 

me$mbe$ri $kan gambaran maupun pe$nje$lasan te$ntang bahan 

hukum pri $me$r dan bahan hukum se$kunde$r se$pe$rti $, kamus-

kamus hukum, e$nsi $klope$di $a, i $nde$ks komulati $f, i $nte$rne$t dan 

lai $n-lai $n. 40 Bahan hukum te$rsi $e$r se$pe$rti $ : 

(1) Kamus hukum 

(2) Bahan-bahan hukum yang di $dapatkan me$lalui$ 

i $nte$rne$t 

Sumbe$r data yang di $gunakan dalam pe$nuli $san i $ni $, yai $tu : 

a. Pe$ne$li $ti $an Lapangan 

Pe$ne$li $ti $an lapangan me$rupakan pe$ne$li $ti $an yang sumbe$rnya 

di $pe$role$h langsung dari $ lapangan me$lalui $ wawancara de$ngan 

be$be$rapa narasumbe$r yang be$rkai $tan de$ngan obje$k pe$ne$li $ti $an. 

b. Pe$ne$li $ti $an Ke$pustakaan 

Pe$ne$li $ti $an ke$pustakaan me$rupakan pe$ne$li $ti $an yang be$rsumbe$r 

dari $ data yang di $pe$role$h untuk pe$ne$li $ti $an yang di $lakukan de$ngan 

me$ngumpulkan data dari $ li $te$ratur yang te$lah ada, se$pe$rti $ 

pe$rundang-undangan dan buku-buku te$rkai $t de$ngan obje$k 

pe$ne$li $ti $an. 

 

 

 
40 Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Surabaya : 

Scopindo Media Pustaka, hlm. 104. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Te$kni $k pe$nge$mupulan data yang di $gunakan pe$nuli $s, adalah se$bagai $ 

be$ri $kut : 

a. Wawancara  

Wawancara me$rupakan te$kni $k untuk me$mpe$role$h data me$lalui$ 

li $san de$ngan tanya jawab antara pe$nuli $s de$ngan narasumbe$r 

(re$sponde$n). Pada pe$ne$li $ti $an i $ni$, pe$nuli $s akan me$lakukan wawancara 

de$ngan pe$tugas LPSK, dan Haki $m yang me$mbuat putusan. Dalam 

pe$ne$li $ti $an i $ni $ wawancara di $lakukan se$cara te$rstruktur dan te$rbuka, 

yang mana pe$rtanyaan yang akan di $tanyakan ke$pada narasumbe$r te$lah 

di $susun te$rle$bi $h dahulu ole$h pe$nuli $s. Namun ti $dak me$nutup 

ke$mungki $nan ji $ka nanti $nya pe$nuli $s me$nanyakan pe$rtanyaan baru 

di $luar pe$rtanyaan yang te$lah di $susun se$be$lumnya. 

b. Studi$ Dokume$n 

Studi$ dokume$n me$rupakan bahan-bahan pe$ne$li $ti $an 

ke$pustakaan maupun pe$ne$li $ti $an lapangan me$lalui $ dokume$n yang te$lah 

ada dan juga me$lalui $ data te$rtuli $s. Studi $ dokume$n be$rdasarkan pada 

bahan hukum pri $me$r, bahan hukum se$kunde$r, dan bahan hukum 

te$rsi $e$r. 

6. Pengolahan dan Analisis Data 

Adapun te$kni $k pe$ngolahan data dan anali $si $s yang akan di $lakukan 

pe$nuli $s se$bagai $ be$ri $kut:  

a. Te$kni $k pe$ngolahan data  

Se$te$lah me$lakukan pe$ngumpulan data dari $ lapangan de$ngan 

le$ngkap dan je$las, maka data te$rse$but harus di $olah de$ngan 



 

34 
 

me$nggunakan me$tode$ e$di $ti$ng. E$di $ti $ng me$rupakan prose$s 

pe$ne$li $ti $an ke$mbali $ te$rhadap catatan, be$rkas-be$rkas, i $nformasi $ 

yang di $kumpulkan de$ngan cara me$mbe$tulkan, me$me$ri $ksa, dan 

me$ne$li $ti $ data yang di $pe$role$h se$hi $ngga me$njadi $ suatu kumpulan 

data yang be$nar-be$nar dapat di $jadi $kan suatu acuan akurat di $ dalam 

pe$nari $kan ke$si $mpulan nanti $nya.41 

b. Anali $si $s data 

Anali $si $s data me$rupakan pe$ne$li $ti $an te$rhadap data yang te$lah 

di $saji $kan untuk me$ndapatkan suatu ke$si $mpulan. Dalam pe$ne$li $ti $an 

i $ni $, akan di $lakukan anali $sa se$cara kuali $ti $tati $f yai $tu data yang 

di $pe$role$h ti $dak be$rbe$ntuk angka-angka se$hi $ngga ti $dak pe$rlu 

me$rumuskan data stati $sti $c me$lai $nkan data yang be$rsi $fat de$skri $pti $f 

yai $tu data yang be$rbe$ntuk urai $an-urai $an kali $mat dan pe$nje$lasan.42 

 

B. Sistematika Penulisan 

Untuk me$mpe$rmudah me$mahami $ se$cara ri $nci $ yang te$rkandung 

dalam pe$nuli $san i $ni $, maka Pe$nuli $s me$mbuat si $ste$mati $ka pe$nuli $san 

se$bagai $ be$ri $kut: 

Bab I$ Pe$ndahuluan, bab i $ni $ me$ngaurai $kan te$ntang latar be$lakang 

pe$ne$li $ti $an, rumusan masalah, tujuan pe$ne$li $ti $an, manfaat pe$ne$li $ti $an, 

ke$asli $an pe$nuli $san, ke$rangka te$ori $, ke$rangka konse$ptual, me$tode $ 

pe$ne$li $ti $an, se$rta si $ste$mati $ka  pe$nuli $san. 

 
41 Bambang Sunggono, 2010, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, hlm.213 
42 Ibid. hlm.215 
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Bab I$I$ Ti $njauan Pustaka, bab i $ni $ be$ri $si $ pe$ndapat-pe$ndapat ahli $, 

hasi $l pe$ne$li $ti $an te$rdahulu, asas-asas hukum maupun pe$rundang-undangan 

yang be$rhubungan de$ngan masalah yang di $te$li $ti $  

Bab I$I$I$ Pe$rhi $tungan Pe$ne$tapan Ni $lai $ Re$sti $tusi $ Pada Korban Ti $nda 

Pi$dana Pornografi $ ole$h LPSK, bab i$ni $ me$mbahas bagai $mana me$kani $sme $ 

pe$ngajuan re$sti $tusi $ ti$ndak pi $dana pornografi $ ke$ Le$mbaga Pe$rli $ndungan 

Saksi $ dan Korban dan bagai $man pe$rhi $tungan ganti $ ke$rugi $an yang 

di $lakukan ole$h Le$mbaga Pe$rli $ndungan Saksi $ dan Korban. 

Bab I$V Pe$rhi $tungan Pe$ne$tapan Ni $lai $ Re$sti $tusi$ Pada Korban Ti $nda 

Pi$dana Pornografi $ ole$h Haki $m, i $ni$ me$mbahas bagai $mana pe$rhi $tungan 

ganti $ ke$rugi $an yang di $lakukan ole$h Haki $m, bagai $man pe$ngaruh 

pe$ne$tapan re$sti $tusi $ ole$h LPSK te$rhadap putusan haki $m dalam pe$rkara 

ti $ndak pornografi $ se$rta bagai $mana pe$rmohonan Re$sti $tusi$ yang di $ajukan 

ke$ Pe$ngadi $lan Ne$ge$ri $ Pai $nan. 

Bab V Pe$rhi $tungan Pe$ne$tapan Ni $lai $ Re$sti $tusi $ Te$rhadap Korban 

Ti$nda Pi $dana Pornografi $ dalam Pe$rspe$kti $f Te$ori $ Ke$adi $lan, bab i $ni $ 

me$mbahas pe$mbayaran re$sti $tusi$ ke$pada korban ti $ndak pi $dana pornografi $ 

dan bagai $mana pe$rhi $tungan ni $lai $ re$sti $tusi $ te$rhadap korban ti $ndak pi $dana 

pornografi $ dalam pe$rspe$kti $f te$ori $ ke$adi $lan. 

Bab I$V Pe$nutup, bab i $ni $ te$rdi $ri $ dari $ dua bagi $an yai $tu ke$si $mpulan 

dan saran. Ke$si $mpulan me$muat te$muan-te$muan pe$ne$li $ti $an, re$le$vansi $ 

te$muan te$rhadap masalah yang ada. Saran be$ri $si $ ke$bi $jakan atau ti $ndakan 

yang di $anjurkan untuk di $ambi $l dalam rangka pe$rbai $kan Pe$mbangunan 

hukum dan i $lmu pe$nge$tahuan hukum. 


